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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
Ø “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan dan sesudah 
kesulitan itu pasti ada kemudahan ” (Al Insyiroh (94) :5-6). 
 
Ø “ Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang menunggu, 
namun kesempatan hanya akan tetap bersama mereka yang giat ” 
(Abraham Lincoln). 
 
Ø “ Kesuksesan merupakan kombinasi dari 5% bakat, 15% keterampilan, 
dan 80% ketekunan ” (Lucy Lawleess). 
 
Ø ” Prestasi bukanlah apa yang Anda kerjakan, tapi apa yang telah Anda 
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Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian 
beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multifinance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo, dalam hal prosedur pembuatan perjanjian beli 
sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo; bentuk perjanjian Beli Sewa barang elektronik 
pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo; dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa 
pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo khususnya risiko dan wanprestasi serta penyelesaiannya. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai 
pendukung data primer. Data primer yang dipakai pada penelitian ini adalah 
diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dengan Staf P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dan beberapa 
konsumen yang menggunakan jasa perjanjian beli sewa pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo. Data sekunder 
diperoleh dari bahan dalam buku-buku, dan literatur-literatur lainnya, serta arsip 
atau dokumen-dokumen dari P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo yang berkaitan dengan penelitian ini dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif interaktif mengalir yaitu data yang telah terkumpul 
harus dipisah-pisahkan atau dipilih menurut kategori masing-masing dan 
kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. 
Prosedur pembuatan perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo yaitu 
mengisi Formulir Aplikasi Pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya. 
Bentuk perjanjian beli sewa pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo adalah berbentuk perjanjian baku, di bawah tangan 
dan berbentuk tertulis serta ditandatangani di atas materai tanpa menggunakan 
saksi. Permasalahan timbul dalam perjanjian beli sewa barang elektronik pada 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
khususnya risiko dan wanprestasi. Risiko ditanggung Pembeli Sewa. Wanprestasi 
yang timbul adalah debitur terlambat berprestasi yaitu Pembeli Sewa terlambat 
membayar angsuran, sehingga banyak objek perjanjian beli sewa ditarik. Cara 
penyelesaian wanprestasi adalah Penjual Sewa memberikan peringatan kepada 
Pembeli Sewa untuk membayar angsuran, jika Pembeli Sewa tetap mengabaikan 
maka objek perjanjian beli sewa tersebut dapatlah ditarik oleh Penjual Sewa 
sebagaimana terdapat dalam perjanjian beli sewa yang dibuat oleh para pihak.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Namun, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup adalah hal yang sangat sulit 
dilakukan. Ini dikarenakan tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama 
untuk menyediakan dana demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu 
alasannya adalah orang tersebut tidak memiliki penghasilan yang besar tetapi 
ingin memenuhi kebutuhannya. Sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang ingin 
memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak memiliki dana yang memadai, maka 
pada saat ini bisa diantisipasi dengan mengadakan suatu perjanjian yang lazim 
disebut perjanjian beli sewa. 
 
Latar belakang timbulnya beli sewa pertama kali adalah untuk menampung 
persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual 
menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon 
pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual 
bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan 
jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi 
oleh si pembeli (Soebekti, 1986:34).  
 
Beli sewa muncul di tengah masyarakat  Indonesia adalah merupakan 
akibat dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian di 
Indonesia yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengertian bahwa bagi 
mereka yang sudah cakap (Pasal 1320 KUH Perdata) boleh mengadakan atau 
membuat perjanjian dalam bentuk apapun, baik yang diatur dalam undang-undang 
(KUH Perdata, KUH Dagang, dan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat 
khusus), maupun bagi mereka yang sudah cakap boleh mengadakan atau membuat 
perjanjian di luar selain yang disebutkan atau diatur dalam perundang-undangan 
(Johannes Gunawan dan Lindawaty Sewu, 2004:44-45). 
 
Walaupun hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan 
berkontrak, tetapi bukan berarti bagi mereka yang sudah cakap boleh membuat 
perjanjian tanpa batas. Undang-undang memberikan batasan kebebasan tersebut 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu bahwa suatu sebab 
adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan 
dengan baik kesusilaan atau ketertiban umum. 
 
Kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memberikan keleluasan masyarakat 
membuat perjanjian di luar perundang-undangan. Perjanjian ini disebut perjanjian 
innominaat. Menurut Salim H.S. perjanjian innominaat adalah perjanjian yang 
timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan perjanjian ini belum dikenal 
pada saat KUH Perdata diundangkan. Ini dapat kita lihat dari munculnya 
perjanjian beli sewa, perjanjian waralaba, perjanjian joint venture, dan perjanjian-
perjanjian lainnya yang tidak ada dalam perundang-undangan. Walaupun tidak 
diatur dalam perundang-undangan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
perjanjian tersebut berlaku sebagai sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Artinya para pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat atau 
dengan kata lain wajib melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam 
perjanjian tersebut (Salim H.S., 2004:17). 
 
“Perjanjian beli sewa merupakan perjanjian campuran yaitu campuran 
antara perjanjian jual beli dengan perjanjian sewa menyewa. Artinya 
bahwa dalam perjanjian beli sewa dimana terkandung unsur perjanjian jual 
beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian beli sewa selama 
harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si 
Penjual Sewa (kreditur), meskipun barang sudah berada di tangan Pembeli 
Sewa (debitur). Hak milik baru beralih dari Penjual Sewa kepada Pembeli 
Sewa setelah Pembeli Sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi 
harga barang” (Suharnoko, 2005:65). 
 
Pembeli Sewa tidak diperkenankan untuk menjual barang yang masih 
dalam proses pengangsuran atau belum melunasi angsuran terakhir. Apabila 
Pembeli Sewa menjual barang tersebut sebelum membayar angsuran terakhir, 
maka Pembeli Sewa dapat diancam dengan hukum pidana atas tuduhan 
penggelapan yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Bab XXIV Tentang Penggelapan (Nico Ngani dan A. Qirom 
Meliala, 1984:29). 
 
Masyarakat memiliki kemampuan yang tidak sama untuk membeli barang, 
dalam praktek lebih banyak yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli 
barang secara kontan/tunai. Jika masyarakat harus membeli suatu barang dengan 
pembayaran kontan/tunai, maka akan terjadi penumpukkan produk yang tidak 
terjual. Daya beli masyarakat yang menurun adalah asal muasal penumpukkan 
produk yang tidak terjual tersebut. Demi menyiasati problematika yang terjadi di 
antara Pengusaha dan masyarakat yang tidak mampu membeli barang dengan 
pembayaran lunas, maka perjanjian beli sewa adalah jalan keluarnya. Dimana 
Pengusaha dan masyarakat sama-sama diuntungkan, yaitu Pembeli Sewa sebagai 
penyewa sebelum angsuran terakhir dilunasi dan pengusaha tetap mendapat 
keuntungan karena produknya terjual walaupun dengan sistem angsuran. Barang-
barang yang menjadi obyek perjanjian beli sewa banyak sekali macamnya dan 
harga setiap barangnya tidak murah. Barang-barang tersebut biasanya adalah 
kendaraan (motor, mobil, dan sebagainya), elektronik (televisi, radio, dan 
sebagainya), rumah, dan barang-barang lainnya yang relatif tahan lama. 
 
Pelaksanaan perjanjian yang dibuat tidaklah selalu berjalan mulus sesuai 
yang direncanakan oleh para pihak. Dalam hal pelaksanaan perjanjian beli sewa, 
apabila Pembeli Sewa (debitur) melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau 
cidera janji maka Penjual Sewa (kreditur) dapat melakukan upaya 
penyelesaiannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun, 
dalam pelaksanaannya banyaklah permasalahan yang akan timbul baik dari 
Penjual Sewa (kreditur) maupun Pembeli Sewa (debitur), salah satu contohnya 
adalah Pembeli Sewa (debitur) tidak membayar angsuran yang telah disepakati.   
 
Hal-hal yang telah dikemukakan di atas merupakan hal yang melatar 
belakangi penulis memilih prosedur pembuatan perjanjian beli sewa, bentuk 
perjanjian beli sewa, serta permasalahan apa timbul khususnya wanprestasi dan 
risiko dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sebagai pokok bahasan. Ini 
dikarenakan pelaksanaan perjanjian beli sewa sangat menarik untuk diteliti dan 
diwujudkan ke dalam sebuah penelitian hukum yang berbentuk karya ilmiah.  
 
Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis mengambil 
perjanjian beli sewa barang elektronik dalam sebuah lembaga pembiayaan dengan 
judul skripsi : 
“PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK 
PADA P.T. ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON 
OTOMOTIF SOLO BARU SUKOHARJO”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dibuat agar permasalahan yang diangkat tidak terlalu 
luas, sehingga pembahasan akan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan 
sasaran yang ingin dicapai. Untuk memudahkan pembahasan masalah dan 
pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur pembuatan perjanjian beli sewa barang elektronik 
pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo? 
2. Bagaimana bentuk perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo? 
3. Permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian beli 
sewa pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo khususnya risiko dan wanprestasi serta penyelesaiannya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat 
memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Tujuan obyektif 
a. Untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian beli sewa barang 
elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
b. Untuk mengetahui bentuk perjanjian beli sewa barang elektronik pada 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo. 
c. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
khususnya risiko dan wanprestasi serta penyelesaiannya. 
2. Tujuan subyektif 
a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan akan dapat 
menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang 
hukum perjanjian yang semakin berkembang di masyarakat. 
b. Untuk mengetahui dan memperoleh data guna penyusunan skripsi 
sehingga syarat demi memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dapatlah 
dicapai. 
c. Untuk memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih 
lanjut. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum 
perdata dengan mempraktekkan di lapangan. 
b. Untuk memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih 
lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memperoleh data guna analisis agar dapat digunakan dalam 
menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan. 
b. Untuk memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan 
Ilmu Hukum Perdata. 
c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul, serta berusaha agar 
dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara mengatasinya. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; 
sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu 
(Soerjono Soekanto, 2006:42). 
 
Jenis penelitian empiris  adalah penelitian yang  pada awalnya 
meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono 
Soekanto, 2006:52). 
2. Sifat Penelitian 
Penulis menggunakan sifat penelitian yang deskriptif, yang 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 
2006:10). 
 
Dari hasil penelitian yang akan diperoleh penulis nantinya, 
diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang prosedur pembuatan 
perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, bentuk perjanjian beli 
sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi 
Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, permasalahan apa saja yang timbul 
dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo khususnya risiko dan 
wanprestasi serta penyelesaiannya, dan menganalisisnya sehingga dapat 
diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer ini 
akan penulis dapat dari keterangan dan penjelasan dengan melakukan 
wawancara kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan penulis di PT. Adira Quantum Multi Finance Divisi 
Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dan beberapa konsumen (Pembeli 
Sewa). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 
dari nara sumber untuk mendukung dan melengkapi data primer yang 
berhubungan dengan masalah, misalnya bahan dalam buku-buku, dan 
literatur-literatur lainnya, serta arsip atau dokumen-dokumen dari P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo yang berkaitan dengan penelitian ini. 
4. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan , yang dalam penelitian ini adalah semua pihak 
yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai segala 
hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data primer dalam 
penelitian ini akan diperoleh dari Staf P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dan beberapa 
konsumen yang menggunakan jasa perjanjian beli sewa pada P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo.  
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung 
sumber data primer. Adapun sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini  : Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  Keputusan 
Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang 
Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase) jual beli dengan angsuran dan 
sewa (renting), buku, dan artikel internet. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis akan mempergunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan tanya jawab dengan responden atau informan. Jenis 
wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara tak terstruktur 
adalah wawancara yang bisa dikatakan pertanyaan dan jawabannya 
diserahkan atau berada pada orang yang diwawancarai. Wawancara tak 
terstruktur bisa disebut juga wawancara mendalam, karena peneliti 
merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya (Soerjono Soekanto, 
2006:52). Peneliti akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan 
prosedur pembuatan perjanjian beli sewa, bentuk perjanjian beli sewa, 
serta permasalahan apa timbul khususnya wanprestasi dan risiko serta 
bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa 
barang elektronik kepada Staf P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dan beberapa konsumen 
(Pembeli Sewa). 
b. Studi Dokumen 
Studi dokumen merupakan suatu bentuk pengumpulan data dengan 
cara membaca literatur, hasil penelitian, dokumen dan peraturan yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan teknik analisis data yang digunakan 
adalah kualitatif interaktif mengalir yaitu data yang telah terkumpul harus 
dipisah-pisahkan atau dipilih menurut kategori masing-masing dan 
kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. 
 
Dalam proses ini akan diadakan editing, merupakan kegiatan 
memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah 
sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Selanjutnya dalam 
editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang 
kurang melengkapi data yang belum lengkap. 
 
Proses analisis data ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari 
reduksi data, sajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan yang 
aktifitasnya berbentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 
proses siklus antara tahap-tahap tersebut (H.B. Sutopo, 2002:96). Untuk 





Bagan 1 : Skema Model Analisis Interaktif 
 
Keterangan sebagai berikut : 
a. Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang 
bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 
membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan 
pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai 
laporan akhir penelitian selesai. 
b. Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 
dilaksanakan. 
c. Menarik Kesimpulan 
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal 
yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan-
pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, 
akhirnya peneliti menarik kesimpulan. 
 
Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara 
empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya 
bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 
kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktifitas yang dilakukan 
dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan 
didapat yang benar-benar mewakili dan selesai, maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai 
dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua 
data dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah 
tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga 





F. Sistematika Skripsi 
 BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang 
pemilihan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN 
BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK PADA P.T. 
ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON 
OTOMOTIF SOLO BARU SUKOHARJO”. 
Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.  
 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka menguraikan tentang tinjauan umum 
tentang perjanjian, meliputi: pengertian perjanjian, syarat 
sahnya perjanjian, asas-asas umum dalam perjanjian, 
unsur-unsur perjanjian, akibat perjanjian, pelaksanaan 
perjanjian; perjanjian beli sewa, meliputi :  latar belakang 
munculnya perjanjian beli sewa,  pengertian perjanjian 
beli sewa, dasar hukum perjanjian beli sewa, bentuk 
perjanjian beli sewa, subjek perjanjian beli sewa, objek 
perjanjian beli sewa, hak dan kewajiban antara Penjual 
Sewa dan Pembeli Sewa, peralihan hak milik dalam 
perjanjian beli sewa, berakhirnya perjanjian beli sewa; 
prestasi; wanprestasi: pengertian wanprestasi, wujud 
wanprestasi, akibat-akibat hukum dari wanprestasi; risiko. 
 BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap pelaksanaan perjanjian beli sewa barang 
elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi 
Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, meliputi gambaran 
umum P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo, prosedur pembuatan 
perjanjian beli sewa antara Pembeli Sewa (konsumen) 
dengan P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo, bentuk perjanjian beli 
sewa antara Pembeli Sewa (konsumen) dengan P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo, dan permasalahan yang muncul pada saat 
perjanjian beli sewa dilaksanakan khususnya risiko dan 
wanprestasi pada P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo serta 
penyelesaiannya. Dari hasil penelitian tersebut, 
selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan 
memadukan antara teori dan praktek yang ada serta 
menganalisis data tersebut. 
 BAB IV   : PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari 




















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
a. Pengertian Perjanjian 
  Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata:”Perjanjian adalah suatu 
perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang atau lebih”. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga 
sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan 
sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 
“perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan 
hukum (R.Setiawan, 1979:49). 
 
  Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata memiliki 
kelemahan-kelemahan yaitu sebagai berikut : 
1) Hanya menyangkut sepihak saja 
 Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, 
sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah 
pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, 
jadi ada konsensus antara dua pihak. 
2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus 
 Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan 
penyelenggaraan kepentingan (zaakwaarneming), tindakan 
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung 
suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.  
3) Pengertian perjanjian terlalu luas 
 Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena 
mencakup juga perjanjian kawin. 
4) Tanpa menyebut tujuan 
 Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan 
perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas 
untuk apa (Abdulkadir Muhammad, 2000:224-225). 
 
 Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan 
mengenai definisi tersebut, yaitu menjadi: ”Perjanjian adalah suatu 
perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” 
(R.Setiawan, 1979:49). 
 
 Selain pengertian perjanjian di atas, para sarjana yang lain juga 
memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut : 
1) R. Subekti 
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal (R. Subekti, 1984:1). 
2) Abdulkadir Muhammad 
Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000:225). 
 
 Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di 
dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu: 
a) Ada pihak-pihak  
Pihak disini adalah para pihak paling sedikit ada dua pihak 
yang membuat suatu perjanjian sebagai pendukung hak dan 
kewajiban. 
b) Ada perbuatan hukum 
Para pihak haruslah mempunyai wewenang melakukan 
perbuatan hukum dan perjanjian tersebut menimbulkan akibat 
hukum yang dikehendaki para pihak. 
c) Ada persetujuan antar pihak-pihak 
Persetujuan disini adalah konsensus/kesepakatan di antara para 
pihak. 
d) Adanya prestasi 
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-
pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. 
b. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum 
perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :  
1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak 
Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu 
“sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Kesepakatan adalah 
persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 
dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, 
karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain 
(Sudikno Mertokusumo, 1987:7). 
2) Kecakapan bertindak 
Kecakapan bertindak diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH 
Perdata yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”. 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 
yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 
mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah 
orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 
tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum: 
1) anak di bawah umur, 
2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan 
3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). 
Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan 
perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU 
Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963 (Salim H.S., 
2004:24). 
3) Adanya hal tertentu 
Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata 
yaitu “suatu hal tertentu”. Di dalam berbagai literatur disebutkan 
bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok 
perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur 
dan apa yang menjadi hak kreditur (Sudikno Mertokusumo, 
1987:36). 
4) Adanya sebab yang halal 
Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata 
yaitu “suatu sebab yang halal”. Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata 
tersebut tidak menjelaskan pengertian suatu sebab yang halal. 
Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Sudikno Mertokusumo, 
1987:36). 
c. Asas-Asas Umum dalam Perjanjian 
 Beberapa asas dari perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH 
Perdata adalah sebagai berikut: 
1) Hukum perjanjian bersifat hukum mengatur 
Artinya bahwa hukum tersebut berlaku sepanjang para pihak tidak 
mengaturnya lain, kecuali undang-undang menentukan lain. 
2) Asas kebebasan berkontrak 
Artinya para pihak bebas membuat perjanjian dan mengatur sendiri 
isi perjanjian tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
a) memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian; 
b) tidak dilarang oleh undang-undang; 
 
c) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; dan 
d) sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.  
3) Asas Pacta Sunt Servanda (janji itu mengikat) 
Bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan 
hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga menganut prinsip ini 
dengan melukiskan bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-
undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).  
4) Asas konsensual dari suatu perjanjian 
Bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai 
kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya perjanjian 
lainnya sudah dipenuhi. 
5) Asas obligator dari suatu perjanjian 
Maksudnya adalah setelah sahnya suatu perjanjian, maka 
perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas 
menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak (Munir 
Fuady, 1999:29-31). 
6) Asas Personalia (Asas Kepribadian) 
“Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 
1315 KUH Perdata, yang berbunyi: pada umumnya tak seorang 
pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta 
ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari 
rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu 
perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai 
individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat 
untuk dirinya sendiri” (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 
2004:14). 
d. Unsur-unsur Perjanjian 
Tiga macam unsur dalam perjanjian, yaitu: 
1) Unsur Esensialia 
Unsur yang mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi 
yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang 
mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan 
secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini umumnya 
dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi suatu 
perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli. 
2) Unsur Naturalia 
Unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur 
esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian 
yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat 
unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung 
kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi. 
3) Unsur Aksidentalia 
Unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan 
ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh 
para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan 
persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para 
pihak. Maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu 
bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para 
pihak. Misalnya dalam jual beli yaitu ketentuan mengenai tempat 
dan saat penyerahan kebendaan yang dijual/dibeli (Kartini Muljadi 
dan Gunawan Widjaja, 2004:85-90). 
e. Akibat Perjanjian 
Perjanjian Hanya Berlaku di Antara Para Pihak yang Membuatnya. 
Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-
perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang 
membuatnya. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menentukan 
bahwa: “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dengan 
ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para 
pihak tidak boleh diubah oleh siapa pun juga, kecuali jika hal tersebut 
memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun 
ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan 
hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu (Kartini 
Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004:165-166). 
f. Pelaksanaan  Perjanjian 
Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau 
memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-
pihak, sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak 
melaksanakan perjanjian dengan sempurna sesuai dengan apa yang 
telah disetujui untuk dilakukan. 
Pelaksanaan perjanjian berupa: 
1) Pembayaran Sejumlah Uang 
Pihak yang melakukan pembayaran adalah debitur, atau orang lain 
atas nama debitur, berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam dunia 
perusahaan moderen, pembayaran melalui kuasa merupakan hal 
yang lumrah. Alat pembayaran yang digunakan pada umumnya 
adalah mata uang. Pembayaran dapat juga dilakukan dengan surat 
berharga, misalnya cek, wesel. 
2) Penyerahan Benda 
Dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan 
penguasaan dan atau hak milik perlu dilakukan penyerahan 
bendanya (lavering, transfer). Penyerahan ada dua macam, yaitu: 
a) penyerahan hak milik, misalnya pada jual beli; 
b) penyerahan penguasaan belaka, misalnya pada sewa menyewa. 
3) Pelayanan Jasa 
Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan 
perbuatan tertentu baik dengan menggunakan tenaga fisik belaka 
maupun dengan keahlian atau alat tertentu, baik dengan upah 
ataupun tanpa upah. Apabila dengan upah, kecuali jika  
diperjanjian lain. Pelayanan jasa itu misalnya pekerjaan servis, 
reparasi, konveksi, pengangkutan barang, salon kecantikan, 
pembuatan mebel, pekerjaan buruh, jasa konsultan (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:236-239). 
2. Perjanjian Beli Sewa 
a. Pengertian Perjanjian Beli Sewa 
Istilah perjanjian beli sewa berasal dari kata huurkoop (Belanda) atau 
hire purchase (Inggris). Para ahli berbeda pandangan tentang definisi 
atau pengertian beli sewa. Dari berbagai pandangan itu, dapat dibagi 
menjadi 3 (tiga) macam definisi, yang membahas tentang beli sewa, 
yaitu: 
1) Definisi pertama, berpendapat bahwa beli sewa sama dengan jual 
beli angsuran 
Definisi pertama, dapat dilihat dari pengertian yang tercantum 
dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. Dalam artikel 
1576 h Buku IV NBW, bahwa huurkop atau beli sewa adalah “jual 
beli dengan angsuran (op afbetaling) di mana para pihak sepakat, 
bahwa barang yang dijual tidak langsung menjadi milik si pembeli 
dengan penyerahan barangnya” (Artikel 1576 h Buku IV NBW). 
 
Dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan 
Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (Hire 
Purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting) 
disebutkan pengertian beli sewa. Beli sewa adalah “Jual beli 
barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan 
cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh 
pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati 
bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik 
atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli 
setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada 





2) Definisi kedua, berpendapat bahwa beli sewa sama dengan sewa 
menyewa 
Dapat dilihat dalam ketentuan dalam Hire Purchase Act 1965, 
bahwa beli sewa adalah “Perjanjian sewa-menyewa dengan hak 
opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya” 
(Soebekti, 1986:34). 
 
Menurut Wiryono Projodikoro, perjanjian sewa beli adalah “Pada 
pokoknya persetujuan sewa-menyewa barang dengan akibat bahwa 
si penerima barang tidak menjadi pemilik melainkan pemakai 
belaka, baru kalau semua uang sewa telah dibayar berjumlah sama 
dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli 
barang, yaitu : barangnya menjadi miliknya” (Wiryono 
Projodikoro, 1958:65). 
3) Definisi ketiga, berpendapat bahwa beli sewa  merupakan 
campuran jual beli dengan sewa menyewa 
”Beli sewa adalah suatu perjanjian campuran di mana terkandung 
unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam 
perjanjian beli sewa selama harga belum dibayar lunas maka hak 
milik atas barang tetap berada pada si Penjual Sewa, meskipun 
barang sudah berada di tangan Pembeli Sewa. Hak milik baru 
beralih dari Penjual Sewa kepada Pembeli Sewa setelah Pembeli 
Sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang” 
(Suharnoko, 2005:65). 
 
 Oleh karena itu lahirlah perjanjian beli sewa karena adanya asas 
kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para 
pihak untuk : 
1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 
3) menentukan substansi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; 
4) menentukan bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis. 
 
Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian 
beli sewa memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk 
mengembangkan bisnis dengan cara beli sewa (Salim H.S.,2004:131). 
b. Dasar Hukum Perjanjian Beli Sewa 
Pengaturan beli sewa di Indonesia belum dituangkan dalam bentuk 
undang-undang. Akan tetapi, diluar negeri telah dicantumkan dalam 
berbagai perundang-undangan. Hal ini terlihat pada Negara: 
1) Malaysia telah dituangkan dalam Hire Purchase Act 1967; 
2) Singapura dalam Hire Purchase Act 1969; 
3) Inggris dalam Hire Purchase Act 1965; 
4) Belanda dalam NWB 1987; 
5) Stb. 1974 Nomor 85, yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 
1974; 
6) Stb. 1973 Nomor 289. 
 
Landasan hukum perjanjian beli sewa di Indonesia adalah : 
1) Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1957 dalam perkara NV 
Handelsmaatchappij L Auto (penggugat) melawan Yordan 
(tergugat); 
2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 
tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase) jual beli dengan 
angsuran, dan sewa (renting) (Salim, H.S., 2004:131-132). 
c. Bentuk Perjanjian Beli Sewa 
Bentuk perjanjian beli sewa dalam praktik di Indonesia dibuat dalam 
bentuk tertulis. Perjanjian tertulis  dibuat dalam bentuk di bawah 
tangan. Artinya, perjanjian itu hanya ditandatangani oleh para pihak 
perjanjian beli sewa ini : 
1) dibuat secara sepihak oleh Penjual Sewa; 
2) yang menentukan segala isi perjanjian tersebut adalah Penjual 
Sewa; 
3) Pembeli Sewa diminta untuk membaca dan menandatangani 
perjanjian tersebut (Salim, H.S., 2004:131-132). 
d. Subjek Perjanjian Beli Sewa 
Subjek dalam perjanjian beli sewa adalah: 
1) kreditur (Penjual Sewa), yang dapat bertindak sebagai kreditur 
(Penjual Sewa) adalah perusahaan yang menghasilkan barang 
sendiri atau usaha yang khusus bergerak dalam perjanjian beli 
sewa;  
2) debitur (Pembeli Sewa), debitur adalah orang yang membeli barang 
dengan sistem beli sewa (Salim H.S.,2004:136). 
 
Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 
34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase) jual beli 
dengan angsuran, dan sewa (renting) menjelaskan tentang persyaratan 
perusahaan (kreditur) yang dapat membuka usaha dengan perjanjian 
beli sewa, yaitu : 
1) Kegiatan usaha sewa beli (hire purchase), jual beli dengan 
angsuran, dan sewa (renting), hanya dapat dilakukan oleh 
perusahaan perdagangan nasional;  
2) Untuk melakukan kegiatan usaha sewa beli (hire purchase), jual 
beli dengan angsuran, dan sewa (renting), perusahaan yang 
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di atas wajib memiliki izin usaha, 
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.  
e. Objek Perjanjian Beli Sewa 
Menurut Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan dan 
Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (Hire 
Purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting), objek 
Perjanjian Beli Sewa yaitu : “Barang-barang yang boleh disewa-
belikan (hire purchase), dan dijual-belikan dengan angsuran adalah 
semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami 
perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil 
produksi/perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri, kecuali 
apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu”. 
 
Objek dalam perjanjian beli sewa yaitu, kendaraan bermotor, radio, 
TV, tape recorder, lemari es, mesin jahit, AC, mesin cuci, dan lain-
lain. Sedangkan dalam Stb. 1974 No. 85, yang dapat menjadi objek 
beli sewa adalah semua benda tidak bergerak. Yang termasuk benda 
tidak bergerak adalah rumah, gedung perusahaan, dan tanah. Di 
samping itu, termasuk dalam benda tidak bergerak adalah benda yang 
tidak digarap dan didirikan (Salim H.S.,2004:136). 
f. Hak dan Kewajiban antara Penjual Sewa dan Pembeli Sewa 
1) Hak Penjual Sewa (kreditur) 
Hak Penjual Sewa (kreditur) adalah menerima uang pokok beserta 
angsuran setiap bulan dari Pembeli Sewa (debitur) 
2) Kewajiban Penjual Sewa 
a) menyerahkan barang kepada Pembeli Sewa; 
b) mengurus balik nama atas barang yang disewa-belikan (kalau 
kendaraan bermotor); 
c) kalau yang disewa-belikan itu adalah kendaraan bermotor, 
maka menjadi kewajiban Penjual Sewa memperpanjang STNK, 
dan pajak-pajak yang diperlukan; 
d) merawat barang yang akan disewa-belikan itu dengan sebaik-
baiknya agar dapat dipakai sebagaimana mestinya (Nico Ngani 
dan A. Qirom Meliala, 1984:28). 
3) Hak Pembeli Sewa (debitur) 
Hak Pembeli Sewa (debitur) adalah menerima barang yang 
dibelisewakan setelah pelunasan terakhir. 
4) Kewajiban Pembeli Sewa (debitur) 
a) sebelum angsuran terakhir lunas, Pembeli Sewa diwajibkan 
merawat barang yang disewa-belikan atas biayanya sendiri; 
b) membayar uang angsuran tepat pada waktunya (Nico Ngani 
dan A. Qirom Meliala, 1984:28). 
g. Peralihan Hak Milik dalam Perjanjian Beli Sewa 
 Dalam perjanjian beli sewa, apabila angsuran terakhir belum dibayar 
lunas, maka hak milik masih tetap pada Penjual Sewa. Ini merupakan 
jaminan bagi Penjual Sewa untuk menghindari bahwa sebelum harga 
barang dibayar lunas, barang tersebut dipindahtangankan oleh pihak 
Pembeli Sewa kepada pihak lain. Apabila terjadi maka si Pembeli 
Sewa dapat dituntut berdasarkan penggelapan yang didasarkan pada 
Pasal 372 KUH Pidana. 
 
 Peralihan hak milik pada prinsipnya dilakukan setelah angsuran yang 
terakhir dibayar lunas oleh Pembeli Sewa. Jadi, baru sejak angsuran 
terakhir itu dibayar oleh pihak Pembeli Sewa, maka sejak saat itu juga 
dia sudah menjadi pemilik barang yang dikuasainya. Biasanya 
bersamaan dengan angsuran terakhir semua surat-surat atas barang 
diserahkan kepada pihak Pembeli Sewa serta selembar kwitansi 
sebagai tanda bukti lunasnya seluruh pembayaran (Nico Ngani dan A. 
Qirom Meliala, 1984:29). 
h. Berakhirnya Perjanjian Beli Sewa 
1) pembayaran terakhir telah dilunasi; 
2) meninggal pihak kedua (Pembeli Sewa) dan tidak ada ahli waris 
yang melanjutkan; 
3) pembeli jatuh pailit, serta saat kendaraan ditarik; 
4) dilakukan perampasan oleh pihak Penjual Sewa terhadap pihak 
lain. Ini terjadi karena Pembeli Sewa telah mengalihkan objek beli 
sewa kepada pihak lain; 
5) pihak kedua wanprestasi; 




Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap 
perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga 
kemungkinan wujud prestasi, yaitu: 
a. Memberikan sesuatu, adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu 
benda dari debitur kepada kreditur. 
b. Berbuat sesuatu, adalah debitur wajib melakukan perbuatan tertentu 
yang telah ditetapkan dalam perikatan. 
c. Tidak berbuat sesuatu, adalah debitur tidak melakukan perbuatan yang 
telah ditetapkan dalam perikatan (Abdulkadir Muhammad, 2000:201-
202). 
4. Wanprestasi 
a. Pengertian  
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti 
yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dua kemungkinan alasan, 
yaitu: 
1) Karena kesalahan debitur, baik disengaja tidak dipenuhi kewajiban 
maupun karena kelalaian. 
2) Karena keadaan memaksa (overmacht, force majeure), jadi di luar 
kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:203).  
b. Wujud Wanprestasi 
1) Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi 
Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau 
berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur 
objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak 
ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama 




2) Debitur Keliru Berprestasi 
Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan 
prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain 
daripada yang diperjanjikan. 
3) Debitur Terlambat Berprestasi 
Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 
sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di 
atas, debitur kita golongkan dalam kelompok “terlambat 
berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. 
Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai 
(Abdulkadir Muhammad, 2000:122-133). 
c. Akibat-akibat Hukum dari Wanprestasi 
 Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu: 
1) perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur 
pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di 
samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat 
keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan 
kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan 
prestasi tepat pada waktunya. 
2) debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 
KUH Perdata). 
3) beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu 
timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan 
atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur 
tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. 
4) jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat 
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi 






Risiko adalah suatu kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai 
akibat suatu peristiwa yang menimpa obyek perjanjian dan bukan 
karena kesalahan dari para pihak (Nico Ngani dan A. Qirom Meliala, 
1984:5). 
b. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli 
Risiko dalam perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1460 KUH 
Perdata yang berisi : “Jika kebendaan yang dijual itu berupa barang 
yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah 
atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum 
dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”. Pada intinya 
risiko ditanggung oleh pembeli (Sri Gambir Melati Hatta, 1999:16). 
Dikarenakan Pasal 1460 KUH Perdata yang berisi ketentuan risiko 
dalam perjanjian jual beli telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh 
SEMA No. 3 tahun 1963. Maka risiko dalam perjanjian jual beli 
setelah Pasal 1460 KUH Perdata dapat dinilai secara kasuistis (Nico 
Ngani dan A. Qirom Meliala, 1984:7). 
c. Risiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Risiko dalam perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1553 KUH 
Perdata yang berisi : “Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan 
sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka 
persetujuan sewa gugur demi hukum”. Pada intinya risiko dalam 
perjanjian sewa menyewa terdapat pada pemilik barang (Sri Gambir 



































































P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
sebagai Penjual Sewa (kreditur) mengadakan perjanjian beli sewa dengan Pembeli 
Sewa (konsumen/debitur) melalui prosedur yang telah ditentukan oleh P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai 
Penjual Sewa. Ketika Pembeli Sewa (konsumen/debitur) mengadakan perjanjian 
beli sewa dengan P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa (kreditur), maka perjanjian beli sewa 
tersebut memiliki bentuk perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya oleh 
Penjual Sewa. Setelah perjanjian beli sewa tersebut ditandatangani oleh Pembeli 
Sewa, maka para pihak terikat dan perjanjian beli sewa dapat dilaksanakan sesuai 
dengan isi perjanjian beli sewa yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan perjanjian 
beli sewa ada yang berjalan mulus dan ada yang mengalami permasalahan/tidak 
berjalan mulus. Permasalahan tersebut dapatlah timbul dalam pelaksanaan 



























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
1. Sejarah Singkat Berdirinya P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
 
Dibangun dengan kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik 
dan terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, P.T. 
Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” atau “Perusahaan”) 
yang didirikan sejak tahun 1990 di Jakarta telah menjadi salah satu 
perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di 
Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola. Pada 
bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran saham perdana, 
yang diikuti dengan pengalihan 75,0% kepemilikan pemegang saham lama 
melalui penempatan terbatas ke P.T. Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank 
Danamon), salah satu bank swasta nasional terbesar yang dimiliki oleh 
Grup Temasek dari Singapura.  
 
Dengan dukungan dari Bank Danamon, Perusahaan terus mengembangkan 
usahanya dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat 
menghasilkan nilai yang tinggi, baik bagi konsumen maupun pemegang 
saham. Sejalan dengan kemampuan utama Perusahaan dalam mengelola 
risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih berkonsentrasi 
kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan 
dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta profesionalisme dan 
dedikasi yang tinggi, Perusahaan mampu membukukan pembiayaan baru 
sebesar Rp 8,5 triliun pada tahun 2006. Dari jumlah pembiayaan baru 
tersebut, 74,5% berasal dari sektor pembiayaan sepeda motor dan 25,0% 
berasal dari sektor pembiayaan mobil. Perusahaan membiayai sedikitnya 
12,2% dari seluruh penjualan sepeda motor baru dan 3,9% dari seluruh 
penjualan mobil baru di Indonesia selama tahun 2006. 
 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo merupakan bagian dari Adira Finance yang telah berdiri selama 
17 tahun. Selama ini masyarakat lebih banyak mengenal Adira Finance 
sebagai perusahaan berbadan hukum yang membiayai pengambilan 
kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dengan angsuran. Namun, 
Adira Finance mulai melebarkan sayapnya dengan membuka perusahaan 
berbadan hukum yaitu P.T. Adira Quantum Multi Finance yang 
membiayai barang-barang non otomotif/selain kendaraan bermotor.    
 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo mulai berdiri pada tanggal 6 Februari 2006 yang beralamat di 
Jalan Raya Solo Permai Ruko Saraswati No. 12 Solo Baru Sukoharjo. P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
membiayai pengambilan barang dengan sistem angsuran yaitu barang-
barang elektronik, furniture, dan barang-barang non otomotif lainnya 
dengan minimal pembiayaan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah)/item. P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo juga mengadakan kerja sama dengan P.T. Bank 
Danamon Indonesia Tbk untuk membantu pengadaan dana bagi 
berlangsungnya perjanjian beli sewa antara P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa 
dan Pembeli Sewa (www.adira.co.id, 24 Maret 2008 pukul 19.00 WIB). 
 
Menurut Agung yang merupakan Staf Bagian Administration Head P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, 
dari mulai berdiri tanggal 6 Februari 2006 sampai dengan sekarang P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
telah menyetujui 12.000 aplikasi dari Pembeli Sewa (konsumen) dan 
bekerja sama dengan 100 toko yang menyediakan barang untuk dibeli-
sewakan. Masyarakat yang menjadi Pembeli Sewa memilih mengangsur 
barang di P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo salah satunya karena sudah berdiri selama 17 tahun, serta 
memiliki prestasi yang telah diakui melalui beberapa penghargaan di 
bidang: Service Quality, Customer Satisfaction, Top Brand, dan beberapa 
kategori lainnya (Hasil wawancara dengan Agung, 22 Maret 2008 Pukul 
11.30 W.I.B. : Staf Bagian Administration Head P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo ). 
 
2. Struktur Organisasi P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
 
Organisasi merupakan suatu proses penetapan dan pembagian 
tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara 
unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat 
bekerjasama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Dengan demikian 
organisasi dipandang sebagi alat untuk mencapai tujuan perusahaan. 
 
Adapun struktur organisasi P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dipimpin oleh seorang Branch 
Manager dibantu oleh seorang Bussiness Relation, Credit Analize, Area 
Remidial Head, dan Administration Head (Hasil wawancara dengan 
Agung, 22 Maret 2008 Pukul 11.30 W.I.B. : Staf Bagian Administration 
Head P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo). 
 
 Tugas Bussiness Relation adalah mencari konsumen agar bersedia 
mengambil barang yang disediakan oleh toko yang mempunyai perjanjian 
dengan P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo, dan konsumen bersedia untuk melakukan perjanjian beli 
sewa dengan P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo. Bussiness Relation membawahi beberapa bagian lain 
yang membantu pencapaian tujuan tugas Bussiness Relation, bagian-
bagian tersebut adalah Sales Counter Leader dan Sahabat Adira. Salah 
satu upaya yang dilakukan oleh Sales Counter Leader dan Sahabat Adira 
untuk mencari konsumen adalah dengan cara mengadakan pameran 
elektronik yang bekerja sama dengan toko-toko yang mempunyai 
perjanjian dengan P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
 
Tugas Credit Analize adalah memeriksa apakah formulir perjanjian 
beli sewa yang dibuat antara konsumen dengan P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dapat disetujui atau 
sebaliknya tidak disetujui. Credit Analize membawahi beberapa bagian 
lain yang membantu pencapaian tujuan tugas Credit Analize, bagian-
bagian tersebut adalah Tele Survey, Field Survey, Data Entry, dan  Risk 
Admin. Beberapa  upaya yang dilakukan oleh Tele Survey, Field Survey, 
Data Entry, dan Risk Admin untuk memeriksa kebenaran formulir 
perjanjian beli sewa yang dibuat antara konsumen dengan P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo adalah 
dengan menghubungi nomor telepon yang tertera pada formulir dan juga 
melakukan survey ke alamat konsumen tersebut. 
 
Tugas Area Remidial Head adalah melakukan penagihan kepada 
konsumen yang melakukan perjanjian beli sewa dengan P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo telah 
disetujui oleh bagian Credit Analize. Area Remidial Head membawahi 
beberapa bagian lain yang membantu pencapaian tujuan tugas Area 
Remidial Head, bagian-bagian tersebut adalah Desk Call, Field Call, 
Collection Admin, dan Mitra Kerja Collection. Beberapa  upaya yang 
dilakukan oleh Desk Call, Field Call, Collection Admin, dan Mitra Kerja 
Collection adalah menghubungi konsumen yang telat membayar angsuran 
dan juga melakukan penarikan barang apabila konsumen tersebut tetap 
tidak memperdulikan peringatan dari P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
 
Tugas Administration Head adalah lebih terfokus pada operasi 
kantor atau menjalankan tugas yang berlokasi di kantor P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
Administration Head membawahi beberapa bagian lain yang membantu 
pencapaian tujuan tugas, bagian-bagian tersebut adalah Finance Admin, 
Documentation Admin, Disbursement Admin, Teller, Messanger, dan 
Office Boy. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Finance Admin, 
Documentation Admin, Disbursement Admin, Teller, Messanger, dan 
Office Boy adalah melayani pembayaran angsuran barang konsumen. 
 
Bussiness Relation, Credit Analize, Area Remidial Head, dan 
Administration Head bertanggungjawab langsung kepada Branch 
Manager. Sedangkan masing-masing bagian bertanggungjawab kepada 
kepala bagiannya. Sehingga semua bagian dalam struktur organisasi pada 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo saling berhubungan dan mendukung satu dengan lainnya. 
 
Struktur organisasi pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo, secara garis besar bisa digambarkan 



























3. Visi, Misi dan Nilai  
a. Visi 
Menjadi perusahaan pembiayaan kelas dunia 
Adira Finance bertekad untuk menjadi “Perusahaan Pembiayaan Kelas 
Dunia” yang keberadaanya sangat diperhitungkan baik oleh pesaing 
maupun pasar. Aspirasi kami adalah menjadi pilihan utama untuk 
berkarya bagi dan yang dihormati oleh konsumen, karyawan dan pihak 
yang terkait. 
b. Misi 
Mewujudkan impian esok pada hari ini 
Adira Finance menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk 
























§ Desk Call 
§ Field Call 
§ Collection 
Admin 
§ Mitra Kerja 
Collection 







§ Office boy 
BRANCH MANAGER 
c. Nilai  
Untuk memberikan hasil kerja yang sempurna dan berkomitmen 
melalui kerjasama yang berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat. 
B. Prosedur Pembuatan Perjanjian Beli Sewa Barang Elektronik pada P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
 
Pembeli Sewa yang ingin membuat perjanjian beli sewa barang 
elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, prosedur 
tersebut adalah (Hasil wawancara dengan Agung, 22 Maret 2008 Pukul 11.30 
W.I.B. : Staf Bagian Administration Head P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo) : 
1. Calon Pembeli Sewa dapat memilih barang elektronik yang ingin diambil 
dengan sistem perjanjian beli sewa di toko atau pameran yang bekerja 
sama dengan toko-toko yang mempunyai perjanjian dengan P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo. Calon 
Pembeli Sewa dapat memilih maksimal 3 barang elektronik yang akan 
dibeli-sewakan; 
2. Setelah memilih barang elektronik tersebut, kemudian calon Pembeli Sewa 
mengisi Formulir Aplikasi Pembiayaan yang telah disediakan di toko 
maupun di kantor P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo (dalam lampiran). 
3. Calon Pembeli Sewa juga harus melengkapi persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo, persyaratan tersebut yaitu : 
a. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) 1 lembar; 
b. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) 1 lembar; 
c. Foto Copy Slip Gaji atau Rekening Tabungan 3 bulan terakhir 1 
lembar (untuk karyawan); 
d. Persyaratan tambahan untuk Pembeli Sewa yang berprofesi sebagai 
wiraswasta, yaitu : 
1) Foto Copy SIU (Surat Izin Usaha) 1 lembar, 
2) Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 1 lembar, 
3) Foto Copy Izin HO Lingkungan 1 lembar, dan 
4) Foto tempat usaha. 
4. Calon Pembeli Sewa menunggu pemberitahuan dari pihak  P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo apakah 
perjanjian beli sewa tersebut disetujui atau tidak; 
5. Bagian Credit Analize mensurvey kebenaran identitas calon Pembeli Sewa 
tersebut dan menganalisis kesanggupan calon Pembeli Sewa untuk 
membayar angsuran; 
6. Jika perjanjian beli sewa tersebut disetujui oleh P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, maka dikeluarkanlah 
nomor perjanjian; 
7. Pihak P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo menghubungi Pembeli Sewa yang bersangkutan untuk 
memberitahukan bahwa perjanjian beli sewanya telah disetujui dan 
memberitahukan nomor perjanjiannya; 
8. Pembeli Sewa kemudian dapat membayar uang muka dan/angsuran 
pertama serta biaya administrasi/provisi pada kantor P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, Bank Danamon 
maupun Bank lainnya; 
9. Pembeli Sewa dapat mengambil barang di toko tersebut dengan 
memperlihatkan bukti pembayaran uang muka dan/angsuran pertama serta 
biaya administrasi/provisi; dan 
10. Untuk selanjutnya para pihak (Pembeli Sewa dan P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual 
Sewa) melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing 




P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sangatlah teliti memeriksa dokumen dan identitas yang menyangkut 
calon Pembeli Sewa. Ini dilakukan oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo untuk mengantisipasi pemalsuan 
dokumen calon Pembeli Sewa serta identitas palsu sebelum perjanjian beli 
sewa tersebut disetujui. Jika dokumen dan identitas calon Pembeli Sewa 
tersebut palsu tetapi perjanjian beli sewa tersebut telah disetujui, maka bisa 
dipastikan P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sebagai Penjual Sewa dirugikan. 
C. Bentuk Perjanjian Beli Sewa Barang Elektronik pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
 
Hukum perjanjian atau hukum perikatan dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata menganut sistem terbuka sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksudnya 
adalah orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apa saja, baik yang 
sudah diatur maupun yang belum diatur sama sekali. Jadi diperbolehkan 
mengadakan perjanjian mengenai apapun juga. Ini dapat diartikan bahwa 
hukum perjanjian menganut kebebasan berkontrak (Nico Ngani dan A. Qirom 
Meliala, 1984:12-13). 
 
Akan tetapi, terhadap kebebasan ini ada pembatasannya yang 
tercantum pada Pasal 1337 KUH Perdata : “Suatu sebab adalah terlarang, 
apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 
kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian apa saja diperkenankan 
dibuat asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan asas 
kesusilaan dan ketertiban umum. Ketiga hal itu merupakan pembatasan 
terhadap asas kebebasan berkontrak itu. Sedangkan bentuknya dikatakan 
bebas karena para pihak dapat membuat suatu perjanjian dengan memilih 
bentuk yang bebas, yaitu : 
1. Secara lisan; 
2. Secara tertulis, berupa : 
a) akte notaris atau akta otentik, 
b) akte di bawah tangan (Nico Ngani dan A.Qirom Meliala, 1984:26). 
 
Dalam praktek bentuk-bentuk perjanjian yang sering dilakukan dalam 
kegiatan-kegiatan atau transaksi beli sewa adalah sebagai berikut : 
1. Cukup dengan akte di bawah tangan dan dibubuhi dengan suatu materai. 
Ada yang menggunakan saksi, tapi ada juga tidak menggunakan saksi 
tetapi cukup kepercayaan saja. 
2. Akte di bawah tangan disertai dengan seorang Avalis dan beberapa saksi. 
3. Dan juga ada beberapa yang menggunakan akte Notaris dengan ketentuan 
biayanya dibebankan kepada si Pembeli Sewa (Nico Ngani dan A.Qirom 
Meliala, 1984:27). 
 
Perjanjian beli sewa antara Pembeli Sewa (konsumen) dengan P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
merupakan perjanjian yang timbul karena Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata kita menganut sistem terbuka atau kebebasan berkontrak yang terdapat 
pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Itulah sebabnya, maka setiap orang 
diperkenankan membuat perjanjian terhadap apa saja, sekaligus diberikan 
kebebasan kepada mereka membuat bentuk perjanjian yang dilakukannya. 
Perjanjian beli sewa pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo berlaku sebagai undang-undang bagi para 
pihak yang membuatnya (P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa dan Pembeli Sewa).  
 
Berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata : “Suatu perjanjian 
tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau 
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.  
Ini dapatlah diartikan perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa ada 
kesepakatan dari kedua belah pihak (Pembeli Sewa dan Penjual Sewa) atau 
tanpa alasan yang diatur dalam undang-undang.  Syarat dan Ketentuan dalam 
Formulir Aplikasi Pembiayaan butir 14.f. yang dikeluarkan oleh P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, 
menyatakan bahwa Debitur (konsumen/Pembeli Sewa) melepaskan ketentuan 
Pasal 1266 dan Pasal 1267  KUH Perdata yang menjelaskan tentang 
pembatalan perjanjian/cara mengakhiri suatu perjanjian (dalam lampiran). 
 
Jika Syarat dan Ketentuan dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan butir 
14.f. tersebut yang merupakan perjanjian beli sewa pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dihubungkan dengan 
Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, maka P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo telah menyalahi ketentuan yang 
terdapat pada Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa 
karena tidak meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada Pembeli Sewa 
untuk melakukan pembatalan/mengakhiri perjanjian dan mengesampingkan 
Pasal 1266 dan Pasal 1267  KUH Perdata yang menjelaskan tentang 
pembatalan perjanjian/cara mengakhiri suatu perjanjian. P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual 
Sewa membatalkan/mengakhiri perjanjian dengan sepihak. 
 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sebagai Penjual Sewa membatalkan/mengakhiri perjanjian dengan 
sepihak karena perjanjian beli sewa yang ditandatangani oleh Pembeli Sewa 
tersebut merupakan perjanjian baku. Menurut Hondius, perjanjian baku adalah 
konsep perjanjian yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya 
dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu 
(Mariam Darus Badrulzaman,1994:47). 
 
Perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo termasuk ke dalam 
perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya 
ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak 
yang kuat di sini ialah pihak kreditur (P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa) yang 
lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur 
(konsumen/Pembeli Sewa) (Mariam Darus Badrulzaman, 1994:49). 
 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sebagai Penjual Sewa dapat membatalkan/mengakhiri perjanjian 
dengan sepihak karena memiliki posisi (ekonomi) yang lebih kuat 
dibandingkan pihak debitur (konsumen/Pembeli Sewa). Pembeli Sewa mau 
tidak mau menandatangani Formulir Aplikasi Pembiayaan yang disama 
artikan dengan perjanjian beli sewa karena Pembeli Sewa membutuhkan 
barang elektronik tersebut tetapi tidak mampu membeli secara tunai/kontan. 
 
Perjanjian beli sewa ini berbentuk baku yang dapat diartikan bahwa 
bentuk dan isi formulir tersebut merupakan sebuah peraturan standar (baku) 
yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa. Formulir 
Aplikasi Pembiayaan yang diisi oleh Pembeli Sewa disama artikan oleh P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
sebagai perjanjian beli sewa. Ini dapat diartikan bahwa yang membuat 
perjanjian beli sewa tersebut adalah pihak P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa secara 
sepihak dan semua syarat dan ketentuan tersebut mengikat Pembeli Sewa 




Perjanjian baku beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dibuat di bawah 
tangan dan berbentuk tertulis. Perjanjian beli sewa ini dibuat di bawah tangan 
ditandatangani di atas materai tanpa menggunakan saksi.  Perjanjian beli sewa 
tersebut merupakan perjanjian yang hanya dibuat oleh P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual 
Sewa dan Pembeli Sewa (konsumen) tanpa adanya pembuatan akte otentik 
oleh notaris. Perjanjian beli sewa ini merupakan perjanjian yang berbentuk 
tertulis, yang isi perjanjian tersebut dituangkan pada lembaran kertas. 
 
Menurut Bapak X yang merupakan Pembeli Sewa pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, ketika 
Penjual Sewa menunjukkan Formulir Aplikasi Pembiayaan tersebut tidak 
menjelaskan isi dari Syarat dan Ketentuan. Bapak X hanya membaca dengan 
sambil lalu, karena barang yang diambil harganya tidak terlalu besar maka 
Bapak X  tidak membaca semua isi perjanjian tersebut. Tetapi secara garis 
besar Bapak X mengerti isi dari perjanjian tersebut. Menurut Bapak X yang 
paling penting dibaca hanya mengenai angsuran dan denda keterlambatan 
pembayaran angsuran saja (Hasil Wawancara dengan Bapak X 
(konsumen/Pembeli Sewa) P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo, 22 Maret 2008 Pukul 10.30 W.I.B.). 
 
Perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo tersebut jika dikaitkan 
dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata : “Suatu perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik”, maka perjanjian beli sewa tersebut tidak 
beritikad baik. Ini dikarenakan perjanjian beli sewa tersebut berbentuk 
perjanjian baku yang memiliki Klausul Eksenorasi yaitu klausul yang 
dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak 
menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti 
rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan 
melawan hukum (Mariam Darus Badrulzaman,1994:47). Ini dapat diartikan 
Penjual Sewa hanya lebih mementingkan keuntungannya saja tanpa 
memikirkan kerugian yang akan ditanggung oleh Pembeli Sewa. 
 
Pasal 1320 KUH Perdata : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 
empat syarat : 
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu hal tertentu; 
4. suatu sebab yang halal”. 
 
Perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo apabila dikaitkan dengan 
isi Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian, maka akan 
dijabarkan sebagai berikut : 
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Jika Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ini dihubungkan dengan perjanjian 
beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, maka dapatlah dikatakan tidak 
ada kesepakatan secara sempurna. Walaupun Pembeli Sewa 
menandatangani Formulir Aplikasi Pembiayaan yang bisa diartikan bahwa 
Pembeli Sewa telah sepakat dengan semua isi dalam Formulir Aplikasi 
Pembiayaan tersebut. Namun, sesungguhnya Pembeli Sewa tidak ikut 
bagian dalam kesepakatan tersebut. Ini dikarenakan isi dari Formulir 
Aplikasi Pembiayaan beserta Syarat dan Ketentuannya hanya dibuat 
sepihak oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa tanpa menghiraukan 




Dalam perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo terdapat Klausul 
Eksenorasi. Menurut Rijken, Klausul Eksenorasi adalah klausul yang 
dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak 
menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar 
ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau 
perbuatan melawan hukum. Klausul Eksenorasi ini dapat terjadi atas 
kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual 
atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih 
dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan 
perjanjian baku (Mariam Darus Badrulzaman,1994:47). 
 
Perjanjian baku dan Klausul Eksenorasi dalam formulir tersebut jelaslah 
tidak mencerminkan kesepakatan antara para pihak yang membuat 
perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. 
Perjanjian baku dan Klausul Eksenorasi tersebut hanya menguntungkan 
salah satu pihak saja dalam hal ini adalah kreditur (P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual 
Sewa). Klausul Eksenorasi terdapat pada Formulir Aplikasi Pembiayaan 
dalam Syarat dan Ketentuannya butir 5, butir 6.a., dan butir 6.b. yang pada 
intinya menyatakan bahwa kreditur (P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual Sewa) tidak 
bertanggung jawab atas kerusakan barang baik pada saat penyerahan 
barang ataupun pada saat pemakaian barang dan debitur (Pembeli Sewa) 
tetap harus memenuhi semua kewajiban pembayaran (dalam lampiran). 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan pada Syarat dan Ketentuan butir 1.a. 
dan butir 1.b. yang menerangkan bahwa kreditur (Penjual Sewa) adalah 
P.T. Adira Quantum Multi Finance dan P.T. Bank Danamon Indonesia, 
Tbk dan debitur (Pembeli Sewa) adalah perorangan yang berusia minimal 
21 tahun. Jika Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata ini dihubungkan dengan 
perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo tersebut, maka syarat 
sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi. Subjek perjanjian ada 2 (dua) 
macam yaitu : subyek berupa Badan Hukum dan subyek yang berupa 
manusia (Nico Ngani dan A.Qirom Meliala, 1984:23). Subjek yang dapat 
membuat perjanjian haruslah dewasa, dan bukan orang yang di bawah 
pengampuan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Salim H.S. dalam 
bukunya (Salim H.S., 2004:24). Dewasa yang dimaksud merupakan 
seseorang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin. 
Jadi seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun belum kawin 
(Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata), maka tidak dapat membuat perjanjian. 
Jika dikaitkan dengan perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, 
maka P.T. Adira Quantum Multi Finance sebagai subjek perjanjian 
bekerja sama dengan P.T. Bank Danamon Indonesia merupakan Badan 
Hukum serta debitur (Pembeli Sewa) yang berusia minimal 21 tahun ini   
jelaslah telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH 
Perdata  mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan (dalam 
lampiran). 
3. suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu maksudnya adalah objek perjanjian. Di dalam berbagai 
literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi 
(pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur 
dan apa yang menjadi hak kreditur (Sudikno Mertokusumo, 1987:36). Jika 
dikaitkan dengan perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, maka 
kewajiban debitur (Pembeli Sewa) pada intinya adalah membayar 
angsuran barang elektronik/objek perjanjian beli sewa sampai angsuran 
terakhir/lunas dan kreditur (Penjual Sewa) berhak untuk menerima 
pembayaran uang angsuran sampai angsuran terakhir/lunas. 
4. suatu sebab yang halal 
Dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan pada Syarat dan Ketentuan butir 
1.d. menjelaskan bahwa barang-barang objek perjanjian beli sewa pada 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo yang dimaksud adalah barang-barang elektronik yang tercantum 
dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan (dalam lampiran). Jelaslah bahwa 
barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. 
 
Di dalam perjanjian beli sewa barang elektronik antara P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual 
Sewa dan Pembeli Sewa berisi antara lain : 
1. Lambang “Adira Finance” 
2. Tulisan “Formulir  Aplikasi Pembiayaan” 
3. Kode Branch 
4. Acquisition Channel 
5. Promotion 
6. Status Debitor 
7. Nomor CIF 
8. Data Pribadi 
Data pribadi berisi identitas Pembeli Sewa secara lengkap, yaitu : nama 
depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama ibu kandung, 
jenis kelamin, jumlah tanggungan, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan 
terakhir, status pernikahan, alamat tinggal sekarang, status kepemilikan 
rumah, nomor telepon dan nomor ponsel.  
9. Data pekerjaan pemohon 
Data pekerjaan pemohon berisi identitas pekerjaan Pembeli Sewa, yaitu : 
nama perusahaan, alamat perusahaan (termasuk nama gedung), alamat, 
nomor telepon, nomor fax., type penghasilan, pekerjaan, posisi, 
departemen, jumlah karyawan, lama usaha/bekerja, penghasilan/bulan, dan 
kepemilikan usaha. 
10. Data Referensi Pribadi  
Data referensi pribadi berisi identitas keluarga Pembeli Sewa yang tidak 
serumah, yaitu : nama referensi, alamat referensi, hubungan, nomor 
telepon, dan nomor ponsel. 
11. Data Keuangan Pasangan/Tambahan 
Data keuangan pasangan berisi identitas pekerjaan suami/istri Pembeli 
Sewa, yaitu : nama perusahaan, nama pasangan, jenis pekerjaan, 
posisi/jabatan, penghasilan/bulan, lama usaha/bekerja, alamat perusahaan 
(termasuk nama gedung),  dan nomor telepon. 
12. Data Kartu Kredit  
Data kartu kredit adalah identitas kartu kredit Pembeli Sewa jika 
mempunyai kartu kredit, yaitu : nomor kartu kredit, nama bank, limit 
kartu, jenis kartu, type kartu, dan keanggotaan sejak. 
13. Data Barang Pinjaman 
Data barang pinjaman adalah identitas yang diisi oleh pihak P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
berkaitan dengan barang yang dibeli-sewakan, yaitu : nama merchant,  
nama barang, merk dan type, nomor seri, harga barang, jumlah pinjaman, 
suku bunga/bulan, type pembiayaan, jumlah angsuran, uang muka, biaya 
administrasi/provisi, angsuran/bulan, dan lama angsuran. 
14. Tulisan “Dengan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan ini 
(“Formulir”). Pemohon menyatakan telah membaca dan memahami Syarat 
dan Ketentuan yang tercantum dibalik Formulir ini dan karenanya 
Pemohon mengikatkan diri terhadap Syarat dan Ketentuan termasuk 
perubahan dan/atau pembaharuannya yang akan diberitahukan melalui 
kantor Perseroan dan/atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat 
pemohon dan perubahan tersebut mengikat pemohon”. 
15. Kolom tanda tangan pemohon sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan 
tanggal penandatanganan perjanjian. 
16. Kolom Approval yang diisi oleh petugas P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo yang berisi tanggal dan 
waktu penandatanganan perjanjian disetujui serta nama petugas. 
17. Kolom catatan waktu proses aplikasi yang menerangkan waktu dokumen 
lengkap diterima Marketing dan diterima Kredit. 
  
Di balik Formulir Aplikasi Pembiayaan tersebut tercantum Syarat dan 
Ketentuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Definisi 
a. Subjek perjanjian beli sewa pada P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, yaitu : 
1) P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo adalah kreditur atau dalam perjanjian beli sewa disebut 
Penjual Sewa yang bekerja sama dengan P.T. Bank Danamon 
Indonesia, Tbk. 
2) Debitur atau dalam perjanjian beli sewa disebut Pembeli Sewa 
adalah perorangan yang berusia minimal 21 tahun. 
b. Formulir adalah Formulir Aplikasi Pembiayaan termasuk Syarat dan 
Ketentuan. 
c. Barang adalah benda/barang (objek perjanjian beli sewa) yang dibeli 
dengan perjanjian beli sewa oleh Pembeli Sewa kepada Penjual Sewa 
dalam hal ini adalah P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
2. Persetujuan Pembiayaan 
Penjual Sewa dalam hal ini adalah P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo akan memproses Formulir dan 
menentukan apakah permohonan Pembeli Sewa akan disetujui atau 
ditolak. 
3. Hak Milik atas Barang 
 Hak milik barang yang dibeli-sewakan tersebut secara hukum berada pada 
tangan Penjual Sewa sampai kewajiban angsuran telah dibayar lunas oleh 
Pembeli Sewa. Hak milik barang yang dibeli-sewakan tersebut akan 
berpindah ketika Pembeli Sewa membayar lunas angsuran yang menjadi 
kewajibannya. 
4. Kewajiban Debitur atas Barang 
a. Debitur dalam hal ini adalah Pembeli Sewa wajib menjaga dan 
memelihara barang yang dibeli-sewakan sampai angsuran dibayar 
lunas oleh Pembeli Sewa. 
b. Pembeli Sewa tidak boleh mengubah, mengembalikan, menjaminkan, 
menjual, memberikan, menghibahkan, menggadaikan, menyewakan 
barang tanpa izin dari Penjual Sewa, kecuali Pembeli Sewa melunasi 
angsuran. 
5. Pertanggungjawaban Barang 
Pembeli Sewa dapat menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan 
kualitas barang kepada pemasok barang dan/atau pedagang barang. Tetapi 
keluhan tersebut tidak mengubah maupun mempengaruhi kewajiban 
Pembeli Sewa untuk membayar angsuran kepada Penjual Sewa. 
6. Kerusakan Barang 
a. Penjual Sewa tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kondisi 
yang menyebabkan barang tidak dapat digunakan oleh Pembeli Sewa 
yang terjadi pada saat penyerahan barang maupun pada saat pemakaian 
oleh Pembeli Sewa. 
b. Pembeli Sewa tetap wajib membayar angsuran walaupun terjadi 
kerusakan atau kondisi yang menyebabkan barang tidak dapat 
digunakan oleh Pembeli Sewa yang terjadi pada saat penyerahan 
barang maupun pada saat pemakaian oleh Pembeli Sewa. 
7. Angsuran 
a. Angsuran pertama dibayarkan oleh Pembeli Sewa pada saat perjanjian 
beli sewa telah disetujui oleh Penjual Sewa yaitu pada tanggal yang 
tercantum pada formulir. Pembayaran angsuran dapat dilakukan 
melalui : 
1) Kasir di kantor P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo; 
2) Transfer atau pemindahbukuan melalui Bank Danamon atau bank 
lain; 
3) Pembayaran melalui ATM Bank Danamon maupun bank lain.  
b. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan jatuh pada hari 
libur P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja 
sebelum hari libur tersebut. 
c. Setiap pembayaran angsuran yang diterima oleh Penjual Sewa, 
pertama-tama akan digunakan untuk pembayaran bunga, kemudian 
untuk harga barang, dan terakhir denda. 
8. Pembayaran dipercepat 
 Pembeli Sewa boleh melakukan pembayaran yang dipercepat baik 
sebagian atau seluruhnya sebelum waktunya dengan ketentuan : 
a. Jika untuk pembayaran sebagian, maka Pembeli Sewa minimal harus 
sudah membayar 1 (satu) kali angsuran. Dimana pembayaran angsuran 
tersebut langsung mengurangi jumlah angsuran yang terakhir. 
b. Jika untuk pembayaran seluruhnya/pelunasan, maka Pembeli Sewa 
wajib membayar seluruh jumlah harga barang ditambah bunga yang 
terutang yang merupakan hak Penjual Sewa. 
9. Bunga, Denda, dan Biaya 
a. P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo akan membebankan bunga atas jumlah harga barang yang 
dibeli-sewakan kepada Pembeli Sewa yang tercantum dalam formulir. 
b. Jika Pembeli Sewa terlambat melakukan pembayaran maka Pembeli 
Sewa akan dikenakan denda 0,5% (setengah persen) perhari dari 
jumlah angsuran yang terhutang ditambah biaya penagihan sebesar Rp. 
25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah). 
c. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perjanjian beli sewa ini 
untuk menagih pinjaman dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan 
akan menjadi beban Pembeli Sewa. 
10. Perubahan Suku Bunga 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo (Penjual Sewa) mempunyai hak sewaktu-waktu dengan sebab 
dan/atau alasan apapun meninjau kembali suku bunga pinjaman untuk 
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dan perubahan 
tersebut mengikat Pembeli Sewa yang diberitahukan secara tertulis dari 
Penjual Sewa kepada Pembeli Sewa. 
11. Cidera Janji 
Cidera janji dapat disebut juga wanprestasi. P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dapat menuntut atau 
menagih pembayaran atas segala kewajiban Pembeli Sewa dengan 
seketika (langsung) dan lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan 
sita atau surat lainnya, jika terjadi salah satu kejadian di bawah ini : 
a. Pembeli Sewa tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain yang 
terhutang berdasarkan Formulir serta Syarat dan Ketentuan pada saat 
jatuh tempo. 
b. Pembeli Sewa lalai memenuhi atau tidak melakukan salah satu 
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Formulir serta Syarat dan 
Ketentuan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang diberikan 
sehubungan dengan Formulir serta Syarat dan Ketentuan. 
c. Pembeli Sewa menjaminkan atau memindahtangankan barang kepada 
pihak ketiga. 
d. Pembeli Sewa terlibat perkara pidana atau perdata Pengadilan Negeri 
atau barang disita oleh instansi yang berwenang atau apabila barang 
hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga. 
e. Pembeli Sewa mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam 
keadaan pailit kepada Pengadilan Niaga, minta penundaan pembayaran 
pada salah satu krediturnya atau keadaan keuangannya mengalami 
kemerosotan yang besar. 
f. Persyaratan, keterangan dan dokumen yang diberikan sehubungan 
dengan Formulir serta Syarat dan Ketentuan tidak benar atau tidak 
sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau mengenai hal-hal yang 
dianggap penting oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
g. Pembeli Sewa meninggal dunia kecuali bila penerima hak/ahli 
warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Pembeli Sewa dan dalam 
hal ini disetujui oleh Penjual Sewa atau dinyatakan berada dalam 
pengampuan. 
h. Pembeli Sewa kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya. 
i. Jika menurut Penjual Sewa, keadaan keuangan Pembeli Sewa 
mengalami kemunduran sehingga menurut Penjual Sewa kemungkinan 
besar Pembeli Sewa tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut. 
12.  Akibat Cidera Janji 
Apabila Pembeli Sewa cidera janji atau wanprestasi yang terdapat pada 
butir 11 di atas, maka : 
a. Seluruh pinjaman menjadi jatuh tempo dan harus dibayar secara 
seketika (langsung) dan sekaligus lunas oleh Pembeli Sewa kepada 
Penjual Sewa atas permintaan pertama Penjual Sewa. 
b. Penjual Sewa dapat segera meminta Pembeli Sewa untuk menyerahkan 
barang yang dibeli-sewakan tersebut kepada Penjual Sewa segera pada 
saat permintaan pertama dari Penjual Sewa. Apabila Pembeli Sewa 
tidak mematuhi, maka Penjual Sewa berhak untuk mengambil barang 
dari Pembeli Sewa dan/atau pihak lain yang memegang dan menguasai 
barang, jika perlu meminta bantuan dari pihak yang berwajib, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada pihak Kepolisian, dalam hal ini Pembeli 
Sewa telah setuju bahwa pengambilan barang oleh Penjual Sewa 
sebagaimana  tersebut di atas tidak termasuk dalam perbuatan dalam 
ketentuan Pasal 362, 364, 335 (1) dan Pasal 368 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. Pembeli Sewa dengan ini berjanji dan mengikat diri 
kepada Penjual Sewa bahwa Pembeli Sewa tidak akan melakukan 
tindakan-tindakan apapun juga yang merintangi usaha Penjual Sewa 
untuk melaksanakan hak-haknya sebagaimana tersebut di atas. 
c. Pembeli Sewa harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan 
Penjual Sewa berkenaan dengan penyerahan atau pengambilan kembali 
barang. 
d. Pembeli Sewa dengan ini setuju dan memberikan kuasa barang kepada 
Penjual Sewa untuk : 
1) Menarik dan menjual barang untuk memenuhi kewajiban Pembeli 
Sewa yang terutang kepada Penjual Sewa. 
2) Menunjuk pegawai-pegawai, agen-agen atau perwakilannya untuk 
memasuki gedung-gedung dimana barang terletak dan mengambil 
barang (atau barang yang setara nilainya). 
3) Menjual barang dimaksud dan memperhitungkan dengan sisa 
kewajiban Pembeli Sewa yang terhutang setelah dikurangi 
pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. 
4) Menagih sisa kewajiban yang masih terhutang kepada Pembeli 
Sewa apabila dari hasil penjualan barang tidak memenuhi 
kewajibannya dan apabila masih terdapat sisa hasil penjualan 
barang  akan dikembalikan kepada Pembeli Sewa.   
13. Pengambilalihan oleh Kreditur (Kompensasi) 
Pembeli Sewa menyetujui bahwa apabila Pembeli Sewa tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya kepada Penjual Sewa, maka Penjual Sewa 
dapat dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli Sewa, 
memperhitungkan kewajiban Pembeli Sewa (kompensasi) dengan harta 
kekayaan milik Pembeli Sewa. Pembeli Sewa menyetujui memberikan 
wewenang dan menunjuk Penjual Sewa sebagai kuasa dalam 
pengambilalihan ini dengan hak dan klaim hukum atas harta kekayaan 
milik Pembeli Sewa untuk diperhitungkan dengan kewajiban Pembeli 
Sewa dan kuasa ini tidak bisa dicabut. 
14. Lain-lain 
a. Pembeli Sewa menyetujui bahwa berdasarkan pertimbangan Penjual 
Sewa, Penjual Sewa berhak mengalihkan seluruh maupun sebagian, 
hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul sehubungan dengan 
perjanjian beli sewa yang diberikan kepada Pembeli Sewa berdasarkan 
Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa harus 
mendapat persetujuan dari Pembeli Sewa terlebih dahulu. 
b. Pembeli Sewa dengan ini menyatakan bahwa seluruh data dan 
keterangan yang disampaikan kepada Penjual Sewa termasuk namun 
tidak hanya pada data yang ada pada formulir adalah benar dan 
Pembeli Sewa memberi kuasa kepada Penjual Sewa untuk memperoleh 
data yang diperlukan dari sumber manapun dengan cara yang dianggap 
layak oleh Penjual Sewa serta menyimpan semua dokumen pendukung 
yang diberikan. 
c. Pembeli Sewa selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam, akan 
memberitahukan kepada Penjual Sewa setiap terdapat perubahan data 
atas data yang pernah disampaikan kepada Penjual Sewa. 
d. Jika suatu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ataupun suatu bagian 
daripadanya berdasarkan alasan hukum dianggap tidak sah ataupun 
tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari Syarat dan Ketentuan 
akan tetap berlaku. 
e. Semua kuasa yang diberikan Pembeli Sewa kepada Penjual Sewa yang 
terdapat dalam formulir maupun yang dilampirkan pada formulir 
merupakan bagian terpenting tanpa kuasa tersebut formulir serta Syarat 
dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Oleh karena itu kuasa-kuasa itu 
tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. 
f. Pembeli Sewa berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini melepaskan 
ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata sepanjang mengatur tentang cara mengakhiri suatu perjanjian. 
g. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Formulir 
serta Syarat dan Ketentuan akan diatur dalam suatu perjanjian 
tersendiri atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan. 
h. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala 
akibatnya, Penjual Sewa dan Pembeli Sewa sepakat untuk memilih 
tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sukoharjo atau di  Pengadilan 
Negeri di Wilayah Republik Indonesia. 
 
Bentuk perjanjian beli sewa pada prakteknya lebih banyak 
menggunakan perjanjian yang isinya telah dibuat secara sepihak oleh 
Penjual Sewa atau perjanjian berbentuk baku (standar) termasuk perjanjian 
beli sewa pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo. Perjanjian baku (standar) merupakan perjanjian yang 
isinya ditentukan oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan yang 
baik dari segi ekonomi maupun psikologinya lebih kuat daripada pihak 
lainnya. Hak dan kewajiban yang diadakan antara para pihak telah jelas 
dirumuskan dalam perjanjian, maka dalam hal ini pihak yang lain (Pembeli 
Sewa) mau tidak mau mematuhinya.  
 
Dengan kata lain suatu perjanjian baku berupa formulir yang isi, 
bentuk serta penutupnya telah dibakukan secara sepihak oleh pelaku 
usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi 
yang dimiliki Pembeli Sewa. Pembeli Sewa hanya diminta untuk 
menandatangani perjanjian tersebut. Dikarenakan Pembeli Sewa yang 
berkedudukan lebih lemah memiliki kebutuhan untuk mengambil barang 




D. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Beli Sewa Barang 
Elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo Khususnya risiko dan wanprestasi serta 
penyelesaiannya 
Selama penulis melakukan penelitiannya pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, permasalahan yang timbul 
dalam perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo adalah permasalahan 
Risiko dan wanprestasi saja. 
1. Risiko 
Risiko adalah suatu kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai akibat 
suatu peristiwa yang menimpa objek perjanjian dan bukan karena 
kesalahan dari para pihak. 
Jadi yang dimaksudkan di sini adalah keadaan “Overmacht”. Adapun ciri-
cirinya antara lain (Nico Ngani dan A. Qirom Meliala, 1984:5-6) : 
a. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya. 
b. Tidak dapat dihindari. 
c. Tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, sehingga mengakibatkan 
orang tak dapat melepaskan diri dari peristiwa itu. 
 
”Perjanjian beli sewa merupakan perjanjian campuran yaitu campuran 
antara perjanjian jual beli dengan perjanjian sewa menyewa. Artinya 
bahwa dalam perjanjian beli sewa dimana terkandung unsur perjanjian jual 
beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian beli sewa selama 
harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si 
Penjual Sewa (kreditur), meskipun barang sudah berada di tangan Pembeli 
Sewa (debitur). Hak milik baru beralih dari Penjual Sewa kepada Pembeli 
Sewa setelah Pembeli Sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi 
harga barang” (Suharnoko, 2005:65).  
 
Karena perjanjian beli sewa adalah perjanjian campuran antara 
perjanjian jual beli dengan perjanjian sewa menyewa, maka Risiko 
perjanjian beli sewa yang terjadi seharusnya diatur dalam perjanjian beli 
sewa dan perjanjian sewa menyewa. Jika perjanjian beli sewa didasarkan 
perjanjian jual beli, maka Risiko terletak pada pembeli (Pembeli Sewa) 
(Pasal 1460 KUH Perdata). Dalam KUH Perdata peraturan Risiko 
perjanjian sewa menyewa belumlah ada ketegasan mengatur siapakah 
yang menanggung Risiko. Tetapi menurut Sri Gambir Melati Hatta, jika 
perjanjian beli sewa didasarkan perjanjian sewa menyewa, maka Risiko 
terletak di tangan penjual (Penjual Sewa) (Sri Gambir Melati Hatta, 
1999:16). 
 
Persoalan mengenai Risiko dalam perjanjian beli sewa ini sampai 
sekarang belum diatur dalam suatu peraturan termasuk Keputusan Menteri 
Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa 
Beli (Hire Purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting) 
sebagai landasan hukum perjanjian beli sewa. Apabila tidak ada satupun  
peraturan yang mengatur, maka siapakah yang berkewajiban menanggung 
atau membayar kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa itu sama 
sekali di luar kesalahan kedua belah pihak. Pembeli Sewa dalam praktek 
biasanya yang berkewajiban untuk menanggung risiko atas barang yang 
dibeli-sewakan sebelum angsuran terakhir dibayar lunas.  
 
Risiko perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo dapat 
dilihat dalam Syarat dan Ketentuan  yang terdapat pada lembar Formulir 
Aplikasi Pembiayaan butir 11.d. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa 
Penjual Sewa dapat menagih pembayaran kewajiban Pembeli Sewa 
walaupun barang objek perjanjian beli sewa tersebut disita oleh instansi 
yang berwenang, rusak, hilang, musnah karena sebab apapun juga. 
 
Apabila objek perjanjian beli sewa tersebut disita oleh instansi yang 
berwenang, rusak, hilang, musnah karena sebab apapun juga, maka 
Pembeli Sewa tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran 
sampai dengan lunas. Pembeli Sewa sebagai pihak yang kedudukannya 
lebih lemah mau tidak mau tetap menyetujui ketentuan tersebut walaupun 
jelaslah merugikan Pembeli Sewa karena objek perjanjian beli sewa 
tersebut disita oleh instansi yang berwenang, rusak, hilang, musnah 
bukanlah kesalahan Pembeli Sewa sepenuhnya. 
 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sebagai Penjual Sewa juga tidak mau dirugikan karena apabila 
objek perjanjian beli sewa tersebut disita oleh instansi yang berwenang 
(Kepolisian), rusak, hilang, musnah, maka Penjual Sewa tetaplah harus 
memenuhi kewajiban kepada Bank Danamon yang bekerja sama 
membiayai barang objek perjanjian beli sewa. Oleh karena itu P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
membebankan Risiko tersebut kepada Pembeli Sewa (Hasil wawancara 
dengan Agung, 22 Maret 2008 Pukul 11.30 W.I.B. : Staf Bagian 
Administration Head P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo). 
2. Wanprestasi 
a. Bentuk-bentuk Wanprestasi pada P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
Dalam pelaksanaan perjanjian, walaupun diharapkan untuk 
berjalan dengan baik, pada kenyataannya tidak jarang terjadi keadaan 
yang disebut wanprestasi. Wanprestasi disebabkan oleh karena salah 
satu pihak lalai, cidera janji atau melanggar perjanjian, yang mungkin 
dilakukan oleh pihak debitur dan bisa juga dilakukan oleh pihak 
kreditur. Namun, menurut hasil penelitian, pihak debitur merupakan 
pihak yang lebih sering melakukan pengingkaran perjanjian pada P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo. 
    
 
 
Selama penulis melakukan penelitiannya pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, wanprestasi 
yang timbul dalam perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo adalah hanyalah debitur terlambat berprestasi. 
 
Pihak kreditur (Penjual Sewa) dalam hal ini adalah P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
pernah juga merugikan debitur (Pembeli Sewa). Menurut Ibu X yang 
merupakan Pembeli Sewa sudah melakukan perjanjian selama 3 (tiga) 
kali, pernah merasa dirugikan oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo. Ibu X sudah membayar 
uang muka, angsuran pertama dan biaya administrasi di Bank 
Danamon tetapi salah menulis nomor perjanjian. Kemudian Ibu X 
melakukan konfirmasi/melaporkan kepada pihak P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo  sebagai 
Penjual Sewa. P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo mengatakan akan memproses hal 
tersebut. Tetapi Ibu X dalam kenyataannya tidak bisa mengambil 
barang yang merupakan objek perjanjian beli sewa. Setelah diselidiki 
ternyata menurut P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo Ibu X belum membayar uang muka/dan 
angsuran pertama serta biaya administrasi atas objek perjanjian beli 
sewa tersebut. Ibu X merasa dirugikan oleh P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo (Hasil Wawancara 
dengan Ibu X konsumen (Pembeli Sewa) P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, 22 Maret 2008 
Pukul 11.00 W.I.B.). 
 
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti 
yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dua kemungkinan alasan, 
yaitu: 
1) Karena kesalahan debitur, baik disengaja tidak dipenuhi kewajiban 
maupun karena kelalaian. 
2) Karena keadaan memaksa (overmacht, force majeure), jadi di luar 
kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:203).  
 
Wujud Wanprestasi  
1) Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi 
Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau 
berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur 
objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak 
ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama 
memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau. 
2) Debitur Keliru Berprestasi 
Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan 
prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain 
daripada yang diperjanjikan. 
3) Debitur Terlambat Berprestasi 
Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 
sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di 
atas, debitur kita golongkan dalam kelompok “terlambat 
berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. 
Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai 
(Abdulkadir Muhammad, 2000:122-133). 
 
Berdasarkan teori tentang wujud wanprestasi yang dikemukakan oleh 
Abdulkadir Muhammad di atas, bila dihubungkan dengan hasil 
penelitian yang telah dilakukan penulis pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, maka 
wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli Sewa (debitur) adalah : 
1) Pembeli Sewa (debitur) melakukan pembayaran angsuran 
melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 
Hal itu jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh 
Abdulkadir Muhammad, maka hal itu termasuk dalam poin 
“Debitur terlambat berprestasi”. Debitur tersebut dapat dikatakan 
bahwa telah melakukan wanprestasi. 
2) Menurut Agung yang merupakan Staf Bagian Administration Head 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo, banyak barang elektronik yang merupakan objek 
perjanjian beli sewa terpaksa ditarik dari Pembeli Sewa oleh P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sebagai Penjual Sewa. Ini dikarenakan Pembeli Sewa 
tersebut tidak membayar angsuran melebihi batas waktu toleransi. 
Bahkan ada objek perjanjian beli sewa yang hilang. Ini semua 
dikarenakan Pembeli Sewa tidak dapat menjaga dengan sebaik-
baiknya barang elektronik yang merupakan objek perjanjian beli 
sewa selama perjanjian berlangsung.  
 
Menurut data yang penulis peroleh dari pihak P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, wanprestasi 
yang berwujud debitur terlambat berprestasi sehingga objek barang 
perjanjian beli sewa ditarik ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah 
barang terhitung dari tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 
Maret 2008 (dalam lampiran). 
 
Calon Pembeli Sewa juga pernah memalsukan identitas, tetapi bagian 
Credit Analize mengecek kebenaran identitas terlebih dahulu. 
Sehingga sebelum perjanjian beli sewa tersebut disetujui oleh pihak 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo, pemalsuan identitas tersebut telah diketahui.  
b. Cara Penyelesaian Masalah yang dilakukan oleh P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
Jika Pembeli Sewa (debitur) terbukti melalaikan kewajibannya maka 
Pembeli Sewa dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi akan 
menimbulkan akibat-akibat yang menurut Salim H.S. adalah sebagai 
berikut : 
1) perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur 
pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di 
samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat 
keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan 
kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan 
prestasi tepat pada waktunya. 
2) debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 
KUH Perdata). 
3) beban Risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu 
timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan 
atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur 
tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. 
4) jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat 
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi 
dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata. 
 
Menurut Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Jika 
ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, 
rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau 
tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan 
suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, 
kesemuanya itupun jika itikat buruk tidaklah ada pada pihaknya”. 
 
Jika Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
dihubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo, maka yang dilakukan oleh P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo sebagai Penjual 
Sewa terhadap pihak debitur (Pembeli Sewa) yang lalai tersebut 
adalah: 
1) Dalam Syarat dan Ketentuan Butir 9, disebutkan mengenai Bunga, 
Denda dan Biaya, yaitu : 
a) Kreditur (Penjual Sewa) akan membebankan bunga atas 
pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam 
formulir/perjanjian beli sewa. 
b) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pada tanggal yang 
telah ditentukan dalam formulir/perjanjian beli sewa, debitur 
(Pembeli Sewa) dikenakan denda sebesar 0,5 % (setengah 
persen) perhari dari jumlah angsuran yang terhutang ditambah 
biaya penagihan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu 
Rupiah). 
c) Setiap pajak (termasuk Pajak Pendapatan dan Pajak 
Pertambahan Nilai), materai dan biaya-biaya lain yang timbul 
sehubungan dengan pinjaman antara lain akan tetapi tidak 
terbatas pada biaya pengacara, notaris dan segala ongkos yang 
timbul untuk menagih pinjaman dan pelaksanaan dari  Syarat 
dan Ketentuan akan menjadi beban Debitur (Pembeli Sewa). 
 
Dalam Syarat dan Ketentuan Butir 9 disebutkan bahwa 
tindakan yang dilakukan oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo jika Debitur (Pembeli 
Sewa) terlambat membayar angsuran adalah mewajibkan 
mengganti Bunga, Denda, dan Biaya kepada Kreditur (Penjual 
Sewa) yang dirugikan yang dalam hal ini adalah P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo. Hal ini sesuai dengan Pasal 1244 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus 
dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat 
membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat 
dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal tak terduga, 
pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun 
jika itikat buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Dengan Pasal 1244 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu menguatkan 
kebijaksanaan dari pihak P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi 
Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo untuk memberikan denda 
untuk mengganti biaya ganti rugi keterlambatan dari adanya 
keterlambatan pembayaran angsuran oleh Debitur (Pembeli Sewa) 
tadi. 
2) Dalam Syarat dan Ketentuan Butir 11 menjelaskan tentang Cidera 
Janji /Wanprestasi oleh  Debitur (Pembeli Sewa) 
a) Pembeli Sewa tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain 
yang terhutang berdasarkan Formulir serta Syarat dan 
Ketentuan pada saat jatuh tempo. 
b) Pembeli Sewa lalai memenuhi atau tidak melakukan salah satu 
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Formulir serta 
Syarat dan Ketentuan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang 
diberikan sehubungan dengan Formulir serta Syarat dan 
Ketentuan. 
c) Pembeli Sewa menjaminkan atau memindahtangankan barang 
kepada pihak ketiga. 
d) Pembeli Sewa terlibat perkara pidana atau perdata Pengadilan 
Negeri atau barang disita oleh instansi yang berwenang atau 
apabila barang hilang, rusak, musnah karena sebab apapun 
juga. 
e) Pembeli Sewa mengajukan permohonan untuk dinyatakan 
dalam keadaan pailit kepada Pengadilan Niaga, minta 
penundaan pembayaran pada salah satu krediturnya atau 
keadaan keuangannya mengalami kemerosotan yang besar. 
f) Persyaratan, keterangan dan dokumen yang diberikan 
sehubungan dengan Formulir serta Syarat dan Ketentuan tidak 
benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau 
mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo. 
g) Pembeli Sewa meninggal dunia kecuali bila penerima hak/ahli 
warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Pembeli Sewa dan 
dalam hal ini disetujui oleh Penjual Sewa atau dinyatakan 
berada dalam pengampuan. 
h) Pembeli Sewa kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya. 
i) Jika menurut Penjual Sewa, keadaan keuangan Pembeli Sewa 
mengalami kemunduran sehingga menurut Penjual Sewa 
kemungkinan besar Pembeli Sewa tidak dapat membayar 
kembali pinjaman tersebut. 
 
Upaya yang dilakukan oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo untuk menanggulangi 
tindakan-tindakan yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan Butir 
11 adalah tercantum pada Syarat dan Ketentuan Butir 12 tentang 
Akibat Cidera Janji yaitu : 
a) Seluruh pinjaman menjadi jatuh tempo dan harus dibayar 
secara seketika (langsung) dan sekaligus lunas oleh Pembeli 
Sewa kepada Penjual Sewa atas permintaan pertama Penjual 
Sewa. 
b) Penjual Sewa dapat segera meminta Pembeli Sewa untuk 
menyerahkan barang yang dibeli-sewakan tersebut kepada 
Penjual Sewa segera pada saat permintaan pertama dari Penjual 
Sewa. Apabila Pembeli Sewa tidak mematuhi, maka Penjual 
Sewa berhak untuk mengambil barang dari Pembeli Sewa 
dan/atau pihak lain yang memegang dan menguasai barang, 
jika perlu meminta bantuan dari pihak yang berwajib, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada pihak Kepolisian, dalam hal ini 
Pembeli Sewa telah setuju bahwa pengambilan barang oleh 
Penjual Sewa sebagaimana  tersebut di atas tidak termasuk 
dalam perbuatan dalam ketentuan Pasal 362, 364, 335 (1) dan 
368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembeli Sewa 
dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Penjual Sewa 
bahwa Pembeli Sewa tidak akan melakukan tindakan-tindakan 
apapun juga yang merintangi usaha Penjual Sewa untuk 
melaksanakan hak-haknya sebagaimana tersebut di atas. 
c) Pembeli Sewa harus menanggung semua biaya yang 
dikeluarkan Penjual Sewa berkenaan dengan penyerahan atau 
pengambilan kembali barang. 
d) Pembeli Sewa dengan ini setuju dan memberikan kuasa barang 
kepada Penjual Sewa untuk : 
(1) Menarik dan menjual barang untuk memenuhi kewajiban 
Pembeli Sewa yang terutang kepada Penjual Sewa. 
(2) Menunjuk pegawai-pegawai, agen-agen atau perwakilannya 
untuk memasuki gedung-gedung dimana barang terletak 
dan mengambil barang (atau barang yang setara nilainya). 
(3) Menjual barang dimaksud dan memperhitungkan dengan 
sisa kewajiban Pembeli Sewa yang terhutang setelah 
dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. 
(4) Menagih sisa kewajiban yang masih terhutang kepada 
Pembeli Sewa apabila dari hasil penjualan barang tidak 
memenuhi kewajibannya dan apabila masih terdapat sisa 
hasil penjualan barang  akan dikembalikan kepada Pembeli 
Sewa.   
3) Dalam Syarat dan Ketentuan Butir 13, pada intinya disebutkan 
Kreditur (Penjual Sewa) dapat memperhitungkan kewajiban 
Pembeli Sewa (kompensasi) dengan harta kekayaan milik Pembeli 
Sewa, jika Pembeli Sewa tidak dapat melaksanakan kewajibannya 
kepada Penjual Sewa. 
4) Jika Pembeli Sewa identitasnya tidak diketahui, maka P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
mencarinya ke rumah keluarga Pembeli Sewa maupun orang-orang 
yang diperkirakan mengetahui keberadaan Pembeli Sewa. Jika 
memang tetap tidak menemukan Pembeli Sewa, maka P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
menganggap hal tersebut adalah kerugian yang harus ditanggung 
oleh Penjual Sewa atau Write Off (dihilangkan dari pembukuan 
perusahaan). Kemudian nama Pembeli Sewa dilaporkan kepada 
Bank Indonesia, usaha ini dilakukan agar Pembeli Sewa tidak 
dapat mengajukan Kredit lagi pada P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, lembaga-
lembaga pembiayaan lainnya maupun pada bank. 
5) Jika barang elektronik objek perjanjian beli sewa tersebut 
hilang/sudah tidak berada pada Pembeli Sewa, maka P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
menyelidiki dan mencari keberadaan objek perjanjian beli sewa 
tersebut sampai ketemu. Apabila barang tersebut telah ditemukan, 
maka seperti dalam Syarat dan Ketentuan butir 12.b. yang 
menyatakan pada intinya bahwa Penjual Sewa dapat mengambil 
barang dari Pembeli Sewa dan/atau pihak lain yang 
memegang/menguasai barang. Setelah barang tersebut ditemukan 
oleh pihak P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo dilelang sesuai dengan harga 
pasaran.   
 
Walaupun sudah disebutkan secara tegas kapan seharusnya pihak 
Debitur (Pembeli Sewa) melakukan prestasinya, tapi pihak Kreditur 
(Penjual Sewa) tetap memberikan peringatan-peringatan kepada 
Debitur (Pembeli Sewa) untuk segera membayar angsurannya. Pasal 
1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan “Si berhutang 
adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte 
sejenis ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus 
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.  
 
Kreditur (Penjual Sewa) dalam hal ini P.T. Adira Quantum Multi 
Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo telah mempunyai 
ketentuan Desk Collection yang bertugas memberikan Peringatan 1 
(satu) minggu sebelum 1 (satu) bulan keterlambatan pembayaran 
angsuran kepada Debitur (Pembeli Sewa). Setelah 1 (satu) bulan 
keterlambatan Desk Collection mengirimkan Surat Peringatan I 
(pertama) setelah Debitur (Pembeli Sewa) terlambat melakukan 
pembayaran angsuran 5 (lima) hari. Jika tidak ada konfirmasi dari 
Debitur (Pembeli Sewa), maka Desk Collection mengeluarkan Surat 
Peringatan II (kedua) setelah Debitur (Pembeli Sewa) terlambat 
melakukan pembayaran angsuran 3 (tiga) hari setelah dikirimkannya 
Surat Peringatan I (pertama). Apabila Surat Peringatan II (kedua) juga 
tidak diindahkan, maka Desk Collection mengirimkan lagi Surat 
Peringatan III (ketiga) setelah Debitur (Pembeli Sewa) terlambat 
melakukan pembayaran angsuran 7 (tujuh) hari setelah dikirimkannya 
Surat Peringatan II (kedua). Apabila sampai dengan  Surat Peringatan 
III (ketiga) tersebut juga tidak diperdulikan oleh Debitur (Pembeli 
Sewa), maka P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif 
Solo Baru Sukoharjo mengeluarkan Surat Tugas Penarikan Barang dan 
kemudian menarik barang elektronik yang menjadi objek perjanjian 
beli sewa tersebut. 
 
Kemudian barang elektronik yang menjadi objek perjanjian beli 
sewa tersebut dilelang sesuai harga pasar. Uang hasil dari penjualan 
barang tersebut diperuntukkan demi menutup kerugian P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
Namun,  P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo lebih sering dirugikan oleh Debitur (Pembeli Sewa). 
Ini dikarenakan keuntungan yang diperkirakan akan didapat oleh 
Kreditur (Penjual Sewa) dari bunga pembayaran angsuran tidak 
terwujud. 
 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sejak mulai berdiri sampai dengan saat ini tidak pernah 
memperkarakan wanprestasi Debitur (Pembeli Sewa) melalui jalur 
hukum atau penyelesaian lewat Pengadilan ataupun meminta bantuan 
dari pihak Kepolisian. Ini dikarenakan penyelesaian wanprestasi 
melalui jalur hukum/penyelesaian lewat Pengadilan maupun dengan 















A. KESIMPULAN  
Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah dilakukan, maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prosedur Pembuatan Perjanjian Beli Sewa Barang Elektronik pada P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo: 
a. Calon Pembeli Sewa harus melengkapi persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo, persyararatan tersebut yaitu : 
1) Foto Copy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) 1 lembar; 
2) Foto Copy KK ( Kartu Keluarga ) 1 lembar; 
3) Foto Copy Slip Gaji atau Rekening Tabungan 3 bulan terakhir 1 
lembar ( untuk karyawan ); 
4) Persyaratan tambahan untuk Pembeli Sewa yang berprofesi sebagai 
wiraswasta, yaitu : 
a) Foto Copy SIUP ( Surat Izin Usaha ) 1 lembar, 
b) Foto Copy TDP ( Tanda Daftar Perusahaan ) 1 lembar, 
c) Foto Copy Izin HO Lingkungan 1 lembar, dan 
d) Foto tempat usaha. 
b. Jika perjanjian beli sewa tersebut disetujui oleh P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, maka 
dikeluarkanlah nomor perjanjian; 
c. Pembeli Sewa kemudian dapat membayar uang muka dan/atau 
angsuran pertama dan biaya administrasi/provisi pada kantor P.T. 
Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo, Bank Danamon maupun Bank lainnya; dan 
d. Pembeli Sewa dapat mengambil barang di toko tersebut dengan 
memperlihatkan bukti pembayaran uang muka dan/atau angsuran 
pertama dan biaya administrasi/provisi. 
2. Bentuk Perjanjian Beli Sewa Barang Elektronik pada P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo 
Bentuk perjanjian beli sewa barang elektronik pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo, 
perjanjian beli sewa tersebut dibuat di bawah tangan, berbentuk tertulis, 
dan berbentuk baku. Jadi perjanjian beli sewa tersebut berbentuk formulir 
yang sudah dibuat terlebih dulu secara sepihak oleh Penjual Sewa. Pembeli 
Sewa hanya tinggal menandatanganinya dan langsung terikat dengan 
semua Syarat dan Ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan 
dari P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo. 
3. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Beli Sewa Barang Elektronik 
pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo Khususnya Risiko dan Wanprestasi serta Penyelesaiannya 
Risiko yang terjadi apabila objek perjanjian beli sewa tersebut 
disita oleh instansi yang berwenang, rusak, hilang, musnah karena sebab 
apapun juga, maka Risiko tersebut ditanggung oleh Pembeli Sewa dengan 
melakukan pembayaran angsuran sampai dengan lunas.  
 
Wanprestasi yang terjadi pada P.T. Adira Quantum Multi Finance 
Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo lebih banyak dilakukan oleh 
Pembeli Sewa (debitur). Wanprestasi tersebut adalah Pembeli Sewa 
(debitur) melakukan pembayaran angsuran melampaui batas waktu yang 
telah ditentukan dalam perjanjian dan objek perjanjian beli sewa hilang. 
 
Cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo adalah 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo sebagai Kreditur (Penjual Sewa) mengenakan bunga, denda, 
biaya yang telah ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian 
dan memberikan Peringatan maupun Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) 
kali. Jika Pembeli Sewa tetap tidak memperdulikan Peringatan maupun 
Surat Peringatan, maka P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non 
Otomotif Solo Baru Sukoharjo dapat melakukan penarikan barang 
elektronik yang merupakan objek perjanjian beli sewa tersebut. Apabila  
objek perjanjian beli sewa tersebut hilang, maka P.T. Adira Quantum 
Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo menghapuskan 
dari pembukuan perusahaan (Write Off). 
 
P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru 
Sukoharjo tidak pernah memperkarakan wanprestasi Debitur (Pembeli 
Sewa) melalui jalur hukum atau penyelesaian lewat Pengadilan. Ini 
dikarenakan penyelesaian wanprestasi melalui jalur hukum atau 
penyelesaian lewat Pengadilan memerlukan banyak biaya dan membuang 
waktu. 
B. SARAN 
1. Hendaknya P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo 
Baru Sukoharjo agar lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen 
(Pembeli Sewa) khususnya menyediakan fasilitas Asuransi pada setiap 
barang objek perjanjian beli sewa untuk membuat Pembeli Sewa lebih 
tenang tidak mempunyai kewajiban melunasi angsuran jika barang 
tersebut hilang, disita/musnah di luar kesalahan Pembeli Sewa. Selama ini 
Penjual Sewa tidak mengasuransikan semua barang yang dibeli-sewakan. 
2. Para konsumen (Pembeli Sewa) diharapkan untuk lebih teliti dalam 
membaca dan memahami isi perjanjian beli sewa pada P.T. Adira 
Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo Baru Sukoharjo. 
Apabila konsumen (Pembeli Sewa) tidak mengerti maka mintalah kepada 
Penjual Sewa untuk menjelaskannya. 
3. Pemerintah/pembuat undang-undang diharapkan membentuk peraturan 
perundang-undangan tentang perjanjian khususnya perjanjian beli sewa. 
Agar segala ketentuan tentang perjanjian beli sewa lebih jelas dan dapat 
melindungi semua kepentingan para pihak, terutama Pembeli Sewa. 
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Peraturan Perundang-undangan : 
 
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang 
Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa 
(Renting). 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1957 dalam perkara NV 
Handelsmaatchappij L Auto (penggugat) melawan Yordan (tergugat). 
 
 
 
 
 
  
